
BUPATI KARO

PROVINSi SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANGPENGHASILANTETAPDANTUNJANGAN
BAGI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KARO,

bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas

pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu

melakukanpenyesuaianbesaranPenghasilanTetap
Aparatur Pemerintah Desa secara proporsional'

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksuddalamhurufa,perlumengubahketentuan
dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2AZA

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 09

Tahun 2OL7 tentang Penghasilan Tetap dan T\rnjangan

Bagi Pemerintahan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas

PeraturanBupatiKaroNomor0gTahun2o1Ttentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan

Desa;

Und"ang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten

DalamLingkunganDaerahPropinsiSumateraUtara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor rc92J;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor a286]r;

Mengingat : 1.

b.

c.

z.

3.Undang-Undang'. "
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5.

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2a04 Nomor L26, Tastbahan Lembaran

Negara Nomor 44381;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sehagaimana telah diubah dengan undang-undang

Nomor 15 Tahun 2a1.9 tentang Perubahan At,"s Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemtrentukan

Peraturan Perundang*undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 1"83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

undang-undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a95);
Undang.UndangNomor2STahun2al4tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2at4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2afi Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2a14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai.mana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2ol9 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o1g Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 632L);

Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Tahun 2ol9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;

9.Peraturan...

6.

7.

8.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengeloiaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2ol7 tentang
penghasilan Tetap dan T\rnjangan bagi Pemerintahan

Desa {Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2a17 Nomor

09) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Bupati

Karo Nomor 03 Tahun 2a2o tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 tentang
penghasilan Tetap dan Ttrnjangan bagi Pemerintahan

Desa {Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O2A Nomor

03);
Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2oL9 tentang
pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Karo Tahun 2Al9 Nomor 14);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2A17 TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI

PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2Ol7

tentang penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol7 Nomor 09) sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Atas peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun

2A20 Nomor 03) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

9.

10.

11.

Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kepala Urusan
Kepala Seksi
Staf Desa
Kepala Pelaksana

Rp. 2.700.000
Rp. 2.225.OAO

Rp. 2.023.000
Rp. 2.023.000
Rp" 900.000
Rp. 2.023.000

Pasal II...

Kewiiayahan / KePala Dusun



-4-

Pasa] II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, merner.intahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal l4 A?R,L L 2420

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARI$

di Kabanjahe
I5 APRIL- 2020

UPATEN KARO,

KAMP

BERITA DAERAH KABUPATEN

PURBA

KARO TAHUN 2020 NOMOR l6

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA


